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Rendahnya kepatuhan wajib pajak banyak faktor yang menyebabkan antara lain rendahnya 
pemahaman sebagian besar wajib pajak tentang pajak; persepsi wajib pajak tentang pajak dan 
pelayanan petugas pajak masih rendah, kesadaran wajib pajak yang masih kurang, dan sikap rasional 
wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris adanya pengaruh kesadaran 
wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sikap rasional terhadap 
kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode survei. Data 
primer diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada wajib pajak. Jumlah sampel penelitian sebanyak 
100 responden yang diambil secara accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman 
wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, hal ini ditunjukkan oleh nilai p 
value masing-masing variabel <0,05. Sehingga hipotesis H1 sampai H5 dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan 




Taxpayer compliance which still lower, there was many factor causing for example lowering understanding 
the most taxpayer about tax; lowering taxpayer perception and tax officer service still lower, taxpayer awareness which 
still less, and rational attitude of taxpayer. This research was aim to give the empirical evidence was existence of 
influence taxpayer awareness, understanding of taxpayer, taxation sanction, fiscus services, and rational attitude to 
taxpayer compliance in KPP Pratama Surakarta. These researches represent the empirical research by using survey 
method. Primary data obtained from questioner disseminated to taxpayer. Sum up the sampel research counted 100 
respondents taken by accidental sampling. The data technique analyse was using the multipllied linear regression 
analysis. Based on data analysis result could be conclusion that taxpayer awareness, understanding of taxpayer, 
taxation sanction, fiscus services, and rational attitude was an influence to taxpayer compliance in KPP Pratama 
Surakarta, this matter can be showed by each variable p value <0,05. So those hypotheses from H1 until H5 have an 
effect.  
 
Keyword: taxpayer awareness, understanding of taxpayer, taxation sanction, fiscus services, rational attitude, 






 Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah 
self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, 
menyetor dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Sedangkan salah satu fungsi Direktorat 
Jendral Pajak menurut ketentuan undang-undang perpajakan adalah melakukan pengawasan terhadap 
masyarakat terhadap masyarakat atas pelaksanaan sistem self assessment sehingga diberikan wewenang 
dibidang perpajakan antara lain; pengukuhan sebagai wajib pajak, penetapan besarnya pajak yang 
terutang apabila masyarakat tidak membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan 
(Waluyo, 2011). 
Terkait dengan sistem self assessment tersebut seringkali masyarakat menganggap bahwa pajak 
merupakan hal yang menjadi beban dikarenakan mereka harus melaporkan serta membayar kewajiban 
pajaknya. Selain dari pada itu wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang 
terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, sesuai dengan Self Assessment System. Dimana melalui sistem ini WPOP menghitung sendiri 
pajak yang harus dibayar dan membayarnya secara langsung. Dengan self assessment system ini diharapkan 
pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dapat dihilangkan (Rahman, 
2011). 
Terkait dengan wajib pajak orang pribadi ini seperti yang sudah dijelaskan dalam PP No. 46 
Tahun 2013 bahwa kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan 
dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kebijakan 
Pemerintah dengan memberlakuan PP No 46 Tahun 2013 ini didasari dengan maksud untuk 
memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan; mengedukasi masyarakat untuk tertib 
administrasi; mengedukasi masyarakat untuk transparansi; memberikan kesempatan masyarakat untuk 
berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan tujuannya kemudahan bagi masyarakat dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakan; meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi 
masyarakat; terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan 
terpenuhinya maksud dan tujuan tersebut maka diharapkan diperoleh penerimaan pajak meningkat 
sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat. 
Kepatuhan wajib  pajak  dapat  dilihat dari  perbandingan  wajib  pajak  yang menyerahkan SPT 
dengan jumlah wajib pajak yang  terdaftar.  SPT  yang  dilaporkan  wajib pajak  mencerminkan  
komitmen  wajib  pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, yakni membayar pajak. 
Kasus yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, menunjukkan  besarnya rasio  
penambahan  jumlah  wajib  pajak  dari tahun  ke  tahun  tidak  diiringi  dengan  jumlah SPT  Tahunan  
yang  dilaporkan  oleh  wajib pajak secara proporsional. Seperti yang terlihat pada  data  tahun  2011,  
jumlah  wajib  pajak yang  terdaftar  sebanyak  86.420  wajib  pajak, namun  hanya  45.021  SPT  yang  
diterima Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surakarta. Hal  ini  mengindikasikan  kepatuhan  wajib 
pajak  di  Kotamadya  Surakarta  yang  masih rendah. Selain  itu  rasio kepatuhan pada  tahun 2011  
mengalami  penurunan hanya 52,1% dari tahun 2010 sebesar 60,47%.  Target penerimaan pajak akan 
selalu mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya  seiring dengan  kegiatan  intensifikasi  terhadap  wajib 
pajak  terdaftar  dan  kegiatan  ekstensifikasi dalam mengumpulkan wajib  pajak  baru  yang dilakukan 
KPP Pratama Surakarta (Data dan Informasi Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surakarta, 2011). 
Menurut Rajif (2011) rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pemahaman 
sebagian besar wajib pajak tentang pajak; serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan pelayanan petugas 
pajak masih rendah.  Wajib Pajak juga masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan 
sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan 
masyarakat. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada 
rendahnya pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat dilakukan penelitian dan pemeriksan pajak banyak 
berpendapat bahwa aparat pajakpun hanya bisa berkuasa padahal kualitas dan profesionalisme aparat 
pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. 
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah kesadaran 
wajib pajak, pelayanan  fiskus, sanksi wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sikap rasional. Terdapat 
undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan 
perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan 
memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak 
merugikannya. (Sasmita, 2013). 
Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, 
pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sikap rasional berpengaruh terhadap 
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kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. 
 
II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Teori Atribusi (Atribution Theory) 
Menurut Robbins (2001) seperti yang dikutip Hikmah (2013) dalam penelitiannya menyatakan 
bahwa pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang, 
mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau 
eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah 
kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku 
yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. 
Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali 
pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang 
dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan. 
Penentuan faktor internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu: kekhususan (Kesendirian 
atau Distinctiveness), konsensus, dan konsistensi (Santi, 2012). 
 
Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) 
Bandura (1977) seperti yang dikuti Jatmiko (2006) berpendapat bahwa teori pembelajaran sosial 
mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Teori ini 
merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner yaitu teori yang mangandaikan perilaku 
sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya.  Proses dalam pembelajaran sosial meliputi:  
a. Proses perhatian (attentional)  
b. Proses penahanan (retention)  
c. Proses reproduksi motorik  
d. Proses penguatan (reinforcement) (Jatmiko, 2006). 
 
Pajak  
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Fungsi pajak antara lain: Fungi Budgetair. merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal 
function). Pemahaman tersebut meliputi: pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga 
wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT, penghitungan pajak 
sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP, sehingga WP harus memiliki pemahaman yang 
cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh WP, penyetoran pajak (pembayaran) 
secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga WP harus mempunyai pengetahuan yang cukup 
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak, pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak 
setempat oleh WP. Apabila WP memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut di 
atas, maka semua ketentuaan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh 
Wajib Pajak. Fungsi Regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan 
pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai alat penjaga stabilitas, dimana pemerintah dapat 
menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan 
pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan 
menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan 
pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan 
untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan dan 
fungsi redistribusi pendapatan dimana pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan 
infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak 
yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur 
yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak (Rahayu, 
2010). 
 
PP No. 46 Tahun 2013 
Maksud dari dibentuknya PP No. 46 Tahun 2013 ini, untuk kemudahan dan penyederhanaan aturan 
perpajakan; mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi; mengedukasi masyarakat untuk 
transparasi; memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. 
Tujuan PP No. 46 Tahun 2013 ini, untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban 
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perpajakan; meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat; terciptanya 
kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil yang diharapkan dari PP No. 46 
Tahun 2013 ini yaitu penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan 
masyarakat meningkat. 
 
Kepatuhan Wajib Pajak 
  Definisi kepatuhan menurut PPh Pasal 25 wajib pajak pribadi adalah pembayaran kewajiban 
pajak yang dilaporkan tepat waktu. Berdasarkan uraian ringkas tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kepatuhan menunjukan kesadaran diri untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela tepat pada 
waktunya. Dalam definisi yang lebih luas kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai sikap moral untuk 
secara sukarela melakukan pembayaran pajak hingga tenggang waktu yang ditetapkan. Semakin tinggi 
tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan  
memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.   
Penyebab Wajib Pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang di peroleh 
Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara, 
kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang 
kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum,tingginya tarif pajak, dan 
kondisi lingkungan sekitar (Saragih, 2013). 
 
Kesadaran Wajib Pajak 
Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. 
Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian 
positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan 
masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. membayar pajak merupakan 
sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka 
sendiri serta bangsa secara keseluruhan (Jatmiko, 2006). 
Soemitro (1998) seperti yang dikuti Asbar (2014) bependapat bahwa masyarakat yang memiliki 
kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat 
maupun diri pribadi. Dengan demikian msyarakat akan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa 
paksaan. 
Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam 
masyarakat muncul persepi yang positif terhadap pajak. Meningkatkan pengetahuan perpajakan 
masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif 
terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 
 
Pelayanan Fiskus 
Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Sutrisno (yang 
menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk 
wajib pajak di sektor perkotaan. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi berupa keahlian (skill), 
pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak 
dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi untuk 
menghasilkan kualitas pelayanan yang baik (Santi, 2012). 
Menurut Kotler dan Keller (2010) seperti yang dikuti oleh  Permatasari (2014) pelayanan yang 
baik harus mengandung lima instrument servqual yang meliputi: 
a. Tangible adalah wujud dari pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak.   
b. Reliability, adalah konsistensi mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada 
wajib pajak. 
c. Assurance, adalah jaminan yang diberikan kantor pajak kepada wajib pajak untuk mendapatkan 
pelayanan yang maksimal. 
d. Responsibility adalah ketepatan dan keakuratan dan pelayanan pajak yang diberikan petugas (fiskus) 
kepada wajib pajak 






Sanksi Wajib Pajak 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi 
perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga 
mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Mardiasmo. 2011). 
Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh 
terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi 
administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan 
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rustiyaningsih, 2011). 
 
Pemahaman Wajib Pajak 
Menurut Soemitro (1998) seperti yang dikuti Purnamasari, dkk (2015) mengungkapkan bahwa 
tingkat pemahaman wajib pajak dapat ditingkatkan dibimbingan oleh fiskus saat melaksanakan 
kewajibannya. Persoalan komunikasi, pendidikan dan sistem informasi perpajakan ini erat kaitannya 
dengan kualitas sumber daya manusia aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya. 
Sistem self assessment menuntut adanya peran aktif dari masyarakat alam memenuhi kewajiban 
perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem self assessment yang dianut di Indonesia, 
wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 
sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak juga harus memiliki pemahaman 
yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku (Purnaditya, 2015). 
 
 
Sikap Rasional  
Hadi berpendapat bahwa sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya 
memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan 
apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak 
membayar pajak. Apabila sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri 
sendiri bertambah, maka wajib pajak tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. 
Pengusaha pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak 
tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak kompromi, hal-hal 
tersebut oleh wajib pajak dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, maka sikap rasional wajib 
pajak untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan wajib pajak berkurang (Santi, 2012). 
Santi (2012) juga mebambahkan apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan 
kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban 
pajak. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan 
peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak 
kompromi, hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, maka sikap 
rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan WP berkurang. 
 
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pajak. Kesadaran 
membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang 
cara membayar pajak. Seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang perpajakan dan pelayanan 
fiskus yang baik akan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Faktor kognitif berupa 
ekspektasi/penerimaan untuk meraih keberhasilan, sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan. 
Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan 
pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran 
wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. 
Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Jatmiko (2006); Asbar (2014); Wahyuni (2013); dan Nafsi 
(2014) menemukan hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan pajak. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya 
pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun 
pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung 
jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajaknya dapat meningkat. 
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Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut: 
H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
 
Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Supadmi berpendapat bahwa aparat pajak yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada 
wajib pajak berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang diberikan secara maksimal dan memperoleh hasil 
kepuasan yang baik oleh wajib pajak dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat 
dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Rajif, 2011). 
Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib 
pajak, maka pelayanan yang diberikan tidak berkualitas. Oleh karena itu, semakin baik kualitas 
pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak maka wajib pajak akan merasa puas sehingga wajib 
pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika semakin buruk 
kualitas pelayanan pajak maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rahmawati dkk (2014); Purnamasari, dkk (2015); 
Purnaditya, (2015); dan Nafsi (2014) yang menemukan hasil bahwa pelayanan fiskus berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan fiskus semakin tinggi kepatuhan wajib 
pajak. 
Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut: 
H2: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
 
Pengaruh Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Jika kewajiban pajak tidak mematuhi maupun menaati, maka akan ada konsekuensi hukum yang 
terjadi kepada wajib pajak. Konsekuensi hukum adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan 
tersebut berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan 
sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan 
patuh membayar bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Oleh karena itu 
sanksi pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 
(Jatmiko, 2006). 
Hasil penelitian yang dilakukan Asbar (2014); Purnaditya (2015); Nafsi (2014); dan Chaerunnisa 
(2010) menemukan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan waji pajak. 
Semakin baik sanksi semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka 
diajukan hipotesis kedua sebagai berikut: 
H3: Sanksi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
 
Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Wajib pajak yang cenderung tidak patuh adalah wajib pajak yang kurang memahami peraturan 
perpajakan. Jika terdapat hasil yang tinggi pada kepatuhan wajib pajak, berarti terdapat hasil yang tinggi 
pada tingkat pemahaman wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur 
berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak 
terutangnya (Purnaditya, 2015). 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Asbar (2014); Purnamasari, dkk (2015) dan Purnaditya, (2015) 
menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Semakin baik pemahaman semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.  
Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut: 
H4: Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Santi (2012) menyatakan dalam penelitiannya apabila sikap rasional WP lebih mementingkan 
keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam 
memenuhi kewajiban pajak. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri 
apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang 
sampai diajak kompromi, halhal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, maka 
sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan WP berkurang. Dalam 
kaitannya dengan peraturan perpajakan WP memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya. 
Secara empiris telah dibuktikan dari hasil penelitian Santi (2012); Effendi (2014); Ginting, (2014) 
bahwa sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi sikap rasional 




Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis kelima sebagai berikut: 
H5: Sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
III. METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode survei.  Dalam penelitian 
ini data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan 
menyebarkan kuesioner pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. 
Populasi dalam peneliti ini seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Surakarta sampai Juni 2015 sebanyak 84.701 Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi diambil dengan teknik accidental sampling. 
 
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan wajib pajak adalah usaha untuk memenuhi segala kewajiban dengan sadar dan  atas  
dasar  kemauannya  sendiri,  hal  ini menunjukan  bahwa wajib  pajak  telah  bersikap baik  terhadap  
segala kewajibannya (Jatmiko, 2006). 
 
Kesadaran Perpajakan 
Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran pajak 
tentu tidak tumbuh dengan sendirinya. Kesadaran tersebut terbentuk adanya pembelajaran terhadap 
perpajakan atau pun bidang ilmu yang berhubungan dengan norma hukum (Jatmiko, 2006).  
 
Pelayanan Fiskus 
Pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus dan 
menyiapkansegala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 
2006). 
 
Sanksi Wajib Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011), sanksi wajib pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan 
kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 
perpajakan. 
 
Pemahaman Wajib Pajak 
Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. 
Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna 
tentang peraturan perpajakan (Ramadiansyah, 2014). 
 
Sikap Rasional 
Hadi (2004) seperti yang dikuti Santi (2012) dalam penelitiannya berpendapat bahwa sikap rasional 
adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan 
dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan 
risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak.[8]  
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data meliputi uji kualitas data yaitu menguji instrumen penelitian yang berupa 
kuesioner. Menurut Ghozali (2013) uji kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas. Kemudian 
dilanjutkan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi linear 
berganda adalah model yang baik. Pengujian-pengujian yang dilakukan dalam uji asumsi klasik ini 
meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi linier berganda. 
 
IV. HASIL PENELITIAN 
Uji Kualitas Data 
Semua instrumen kuesioner yang meliputi variabel kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, 
sanksi wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sikap rasional, dan kepatuhan membayar pajak mempunyai 
r hitung > r tabel, maka semua item pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid mengukur suatu 
variabel. Hasil analisis reliabilitas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel 
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dalam penelitian ini adalah reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai cronbach alpha dari masing-masing 
variabel bernilai lebih dari 0,70. 
 
Pengujian Asumsi Klasik 
Hasil uji K-S menunjukkan sebesar 0,365; maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, 
karena nilai p (sig.) > 0,05. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua nilai tolerance lebih 
besar dari nilai default yang ditentukan sebesar 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF juga menunjukkan di 
bawah angka 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah memenuhi persyaratan 
ambang toleransi dan nilai VIF, artinya bahwa tidak terjadi problem multikolinieritas. Sedangkan hasil 
uji Heterokedastisitas dengan uji Glejser diperoleh hasil nilai koefisien masingmasing variable 
independen tidak signifikan (p>0,05) terhadap residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada 
model tersebut tidak terdapat problem heterokedastisitas. 
 
Pengujian Hipotesis 
Analisis Regresi Linier Berganda  
Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 1. 
Tabel 1. 
Hasil Analisis Regresi Berganda 
Variabel Standardized 
Coefficients 
t Sig Keterangan 
B 
(Constant) 16,310    
Kesadaran wajib 
pajak 
0,265 4,840 0,000 Signifikan 
Pelayanan 
Fiskus 
0,109 2,956 0,004 Signifikan 
Sanksi Wajib 
Pajak 
0,166 3,828 0,000 Signifikan 
Pemahaman 
Wajib Pajak 
0,128 4,222 0,000 
Signifikan 
Sikap Rasional 0,239 2,963 0,004 Signifikan 
R2 = 0,498 F hit = 18,646 
Adjusted R2 = 0,471 F tab = 2,31 
t table = 1,986 
 
   
Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
Dari hasil analisis regresi berganda di atas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut: 
KWP = 16,310 + 0,265KSP + 0,109PF + 0,166 SWP + 0,128PWP + 0,239SR + ε 
Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa nilai koefisien 
regresi masing-masing mempunyai nilai positif, hal ini dapat diartikan bahwa apabila semakin tinggi 
kesadaran membayar pajak, semakin baik pelayanan fiskus, semakin baik sanksi wajib pajak, semakin 
baik pemahaman wajib pajak dan semakin tinggi sikap rasional wajib pajak maka semakin tinggi juga 
kepatuhan wajib pajak. 
 
Uji t 
Berdasarkan hasil analisis uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib 
pajak sebesar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan nilai signifikansi untuk variabel pelayanan fiskus sebesar 
0,004 berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
Nilai signifikansi variabel sanksi wajib pajak sebesar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya 
bahwa sanksi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan nilai signifikansi 
variabel pemahaman wajib pajak sebesar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa pemahaman 
wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan nilai signifikansi untuk variabel sikap 
rasional sebesar 0,004 berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa sikap rasional berpengaruh terhadap 






Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 18,646 >Ftabel (2,31) dengan nilai signifikannya 
sebesar 0,000 pada tingkat signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel-
variabel independen yang meliputi kesadaran wajib pajak, sanksi wajib pajak, pelayanan fiskus, 
pemahaman wajib pajak, sikap rasional mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan 
wajib pajak atau model regresi yang terbentuk fit untuk digunakan dalam analisis. 
 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Hasil analisis diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,471 yang berarti variabilitas variabel 
dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 47,1%. Hal ini berarti variabel-variabel 
independen meliputi kesadaran membayar pajak, sanksi wajib pajak, pelayanan fiskus, pemahaman 
wajib pajak, sikap rasional mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 47,1% sedangkan sisanya 
sebesar 52,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
V. DISKUSI 
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Nilai koefisien regresi varaibel kesadaran wajib pajak bernilai positif, ini dapat diartikan 
semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib 
pajak untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya dalam membayar pajak.  
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Jatmiko (2006); Wahyuni (2013); Asbar (2014) dan 
Nafsi (2014) dimana hasil penelitian mereka menemukan hasil bahwa kesadaran perpajakan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran 
wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi 
tanggung jawab dan kewajibannya dalam membayar pajak. 
 
Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diperkuat hasil penelitian Halimi (2013) dimana kualitas 
pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan semakin baik 
maka akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika tingkat kualitas pelayanan 
meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya.  
 
Pengaruh Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi wajib pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Chaerunnisa (2010); Halimi 
(2013); Zakya, dkk (2014) dan Purnaditya (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dapat diartikan bahwa semakin baik sanksi wajib pajak atas 
perpajakan yang diberlakukan pemerintah kepada wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya.  
 
Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Asbar (2014); Purnamasari dkk 
(2015) dan Purnaditya (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa semakin 
baik pemahaman wajib pajak akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, 
pemahaman terhadap perpajakan seringkali diartikan salah oleh masyarakat, karena masyarakat merasa 
terbebani dengan adanya pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak. Jika masyarakat memiliki 
pandangan seperti ini, maka tingkat kepatuhan pajak akan sangat rendah dan membuat bangsa 
mengalami pendapatan yang turun dalam sektor perpajakan. 
 
Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Secara empiris hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Santi (2012); Siat (2013); 
Effendi (2014); dan Ginting (2014) dimana sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
perpajakan. Semakin tinggi sikap rasional yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat 
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kepatuhan perpajakan. Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa sikap rasional adalah 
pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukan dengan 
pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko 
yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Adanya pengaruh yang signifikan 
menunjukkan bahwa adanya sikap yang dimiliki wajib pajak yaitu merasa untung apabila membayar 
pajak, merasa membayar pajak harus mendapat pujian, merasa bila tidak membayar pajak berisiko 
ketahuan oleh instansi/kantor pajak dan membandingkan risiko kerugian tidak membayar pajak dengan 
keuntungan membayar pajak.  
 
VI. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini yang 
berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan  Fiskus, Sanksi Wajib Pajak, Pemahaman Wajib 
Pajak, Dan Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Surakarta 
Tahun 2015)”, maka diperoleh kesimpulan: 
1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar di KPP Pratama Surakarta, sehingga H1 diterima kebenarannya. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib 
pajaknya. 
2. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 
Pratama Surakarta, sehingga H2 diterima kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
baik pelayanan fiskus yang diberikan oleh petugas pajak maka semakin tinggi pula tingkat 
kepatuhan wajib pajaknya. 
3. Sanksi waib pajak tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, sehingga H3 diterima kebenarannya.  
4. Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, sehingga H4 diterima kebenarannya.  Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai pemahaman dan 
pengetahuan tentang hukum maka tingkat kepatuhan wajib pajakya juga akan meningkat.  
5. Sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 
Pratama Surakarta, sehingga H5 diterima kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 




Beberapa hal yang menjadikan adanya keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penggunaan variabel kesadaran membayar pajak, pelayanan  fiskus, sanksi wajib pajak, pemahaman 
wajib pajak, dan sikap rasional terhadap wajib pajak prediktor kepatuhan wajib pajak, sehingga 
dimungkinkan masih ada faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dikarenakan 
hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 47,1% dan sisanya sebesar 
52,9% dipengaruhi faktor lain. 
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang dikenakan pph menurut PP 46 
dan terdaftar di KPP Pratama Surakarta, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh wajib 
pajak di seluruh Indonesia. Hasil yang berbeda mungkin akan terjadi jika objek yang diteliti dan 
jumlah responden dapat ditambah dan lebih diperluas lagi.  
3. Teknik pengumpulan data hanya terbatas pada hasil kuesioner yang disebar langsung kepada wajib 
pajak, sehingga pengambilan kesimpulan hanya berdasarkan hasil kuesioner tersebut, sehingga hasil 
penelitian yang diperoleh belum dapat maksimal. 
 
Saran 
Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, implementasi Self Assessment System, 
moral wajib pajak, pemeriksaan perpajakan dan sebagainya 
2.    Bagi peneliti selanjutnya diharapkan semakin memperluas penelitian dengan melakukan penelitan 
pada beberapa KPP Pratama tidak hanya di Kota Surakarta namun di eks Karisidenan Surakarta 
secara keseluruhan, sehingga dapat dilakukan perbandingan dan diperoleh hasil lebih kompleks. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan metode wawancara (indepth interview) secara langsung 
kepada responden agar responden memberikan jawaban dengan kesungguhan dan keseriusan, serta 
peneliti lebih terlibat dalam proses penelitian tersebut.  
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